
SALIT{AN

KOMISI PEMIUHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR +7 / PP.A+.2-Kpt I SZ18 I Kab lYl I 2A2O

TENTANG

PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DI KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN

DAI,AM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PANGANDARAN TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pangandaran Nomor 151PP.O4.2-

KptlS2lSlKablllll2020 tentang Penetapan dan

Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di

Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran dalam

Penyelenggaraant Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O, Sdr. Irfan Nurdiansyah adalah

Anggota Panitia Pemungutan Suara di Desa Sukajaya

Kecamatan Cimerak:

b. bahwa Sdr. Irfan Nurdiansyah dinyatakan berhalangan

tetap karena meninggal dunia pada tanggal 26NIei 2O2O;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi

Pernilihaq Umum, Komisi psrnilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh. dan Komisi

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

KOMIS,

=
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Kabupaten/Kota

J
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Kabupaten/Kota. Pembentukan dan Tata Ke{a Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemunzutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur. Bupati dan Wakil Bupati. dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam hurrrf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran tentang Pengangkatan Pengganti

Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara di

Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O;

1.

2.

3.

Undang-Undang Nomor 2L Tahun 2Ol2 tentang

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2

Nomor 23O, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 54941:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2A74 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota men_iadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor t Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 128, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65L21;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OL7 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7

Nomor .

Mengingat
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Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);

+. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Keqia

Panitia Pemilihan Keca.matan, Panitia Pemungutan Suara,

dan Kelompok Pen_velenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur. Bupati dan Wakil Bupati. dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata Ke{a Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1a98);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2Ot9

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2OL9 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 5 Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2OL9 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Penvelenggaraan
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Penyelengsaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2O Nomor 615);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169|PP.O4.2-

Kpt/O3/KPU llll/2o2o tentang Perubahan atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 661PP.A6.4-

Kpt/03/KPU llU2O2O tentang Pedoman Teknis

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.O2-

Kpt/0f /KPU lYll2O2O tentang Penetapan Pelaksanaan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Serentak Lanjutan Tahun 2O2O;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 1 5 / PP. 04 .2-Kpt / 32 I 8 / Kab / lll / 2O2O

tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia

Pemungutan Suara di Kecamatan Cimerak Kabupaten

Pangandaran dalam PenSrelenggaraan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 36 lPL.O2-Kpt/ 3218 lKab lVll 2O2O

tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran I"anjutan Tahun 2O2O;

Memperhatikan: 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 62 / BA / 32L 8 / Kab / lll / 2O2O tentang

Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota

Panitia Pemungutan Suara (6 Besar) dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Pangandaran Tahun 2O2O;

2. Berita. . .
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2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 9 L I BA I 321 8 / Kab /VI I 2O2O tentang

Pengangkatan Pengganti Antarwalrtu Anggota Panitia

Pemungutan Suara di Kecamatan Cimerak Kabupaten

Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O;

3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor :4411PL.O2-

SD/01 II(.PU /Vll2O2O Perihal : Pengaktifan Kembali

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia

Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2O2O

Tanggal: 12 Juni 2O2O;

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PANGANDARAN TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI

ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI

KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN DAI.AM

PEI\TYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PANGANDARAN TAHUN 2O2O.

Menetapkan:

NAMA -IENIS KELAMIN

AHMAD SAEPUDIN L

sebagai Pengganti Antarwalrhr Anggota Panitia Pemungutan

Suara di Desa Sukajaya Kecamatan Cimerak Kabupaten

Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O.

Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam

Dikhrm KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O di tingkat Desa

dan dalam melaksanakan hrgasnya. beloedoman pada

ketentuan peraturan penrndang-undangan.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia

Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Penvelenssaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O.

KEEMPAT. . .
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Masa ke{a Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud

dalam Dikh:m KESATU selama 8 (delapan) bulan, terhitung

se-iak tanegal 15 Juni 2A2O sampai dengan 31 Januari 2A21.

Kepuhrsan ini mulai berlalor pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 15 Juni 2O2A

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN,

MUHTADIN

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PANGANDARAN
paia Sub IillKuirl,
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